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ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen
Bimas Islam No: P-005/DJ.I11/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah
istri,yang mana dalam pengimplementasian surat edaran tersebut terdapat perbedaan
dari berbagai KUA di daerah-daerah lainya dan dari masyarakat sekitarpun banyak
yang tidak tahu tentang aturan tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam
pengimplementasiannya. Ketentuan dalam surat edaran tersebut pun dianggap tidak
sesuai dan terdapat kontradiksi didalamnya, serta tidak ada ketentuan dan syarat yang
lebih jelas dari pemberlakuan dari surat edaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk
menhetahui apakah KUA Se- Kota Yogyakarta sudah memberlakukan surat edaran
tersebut sesuai ketentuan yang ada atau KUA memiliki cara tersendiri untuk
melaksanakan surat edaran tersebut.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif.
Di mana sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan, yaitu data
primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode field
research dengan mendeskrispsikan pandangan informan yaitu Kepala KUA Se-Kota
Yogyakarta, pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-nomratif yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori,konsep-konsep,mengkaji
peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan
perundang-undangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pemberlakuan Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam di KUA Se-Kota Yogyakrta terbagi menjadi tiga cara, Pertama, tujuh KUA
melaksanakan surat edaran ini sepenuhnya dan menolak adanya praktek pernikahan
dalam masa idah mantan istrinya,bagi duda yang ingin menikah namun masih dalam
masa idah istrinya diminta untuk menunggu sampai masa idah mantan istrinya berakhir.
Kedua, tiga KUA menjalankan surat edaran ini dengan melihat pada kemaslahatan yang
ada dalam permasalahan tersebut, jika memang dengan mudarat yang ditimbulkan dari
menunda pernikahan tersebut lebih besar maka surat edaran ini bisa dikesampingkan
untuk mencapai maslahah yang lebih besar. Ketiga, satu KUA tidak menjalankan surat
edaran ini sepenuhnya karena surat edaran ini dianggap tidak sarih dan tidak ada pula
larangan dalam Islam untuk duda yang ingin melangsungkan pernikahan walaupun
masih dalam masa idah mantan istrinya. Ketiga pandangan kepala KUA Se-Kota
Yogyakarta jika ditinjau dari perspektif maslahah mursalah ketiganya memiliki
kebaikaan dan maslahat yang besar dan ketiga pandangan tersebut memiliki maslahat
dalam kehidupan pokok manusia dan untuk kepentingan umum bukan sekedar angan-
angan dan tentu memiliki manfaat besar dalam pelaksanaan ketiga pandangan tersebut.

Kata Kunci : Dirjen Bimas, Surat Edaran, Masa idah



ABSTRACT

This thesis discusses the circular letter issued by the Director General of Islamic
Guidance No. P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 concerning marriage during the wife's
idah period, in which there are differences in the implementation of the circular letter
from various KUAs in other regions and many of the surrounding community do not
know about this regulation, causing uncertainty in its implementation The provisions in
the circular letter are also considered inappropriate and there are contradictions in it,
and there are no clearer provisions and conditions for the implementation of the
circular letter. The purpose of this study is to find out whether the KUAs in Yogyakarta
City have implemented the circular letter according to the existing provisions or the
KUAs have their own way of implementing the circular letter.

The method in this research is a qualitative research method. Where data
sources are obtained and collected from processing results, namely primary data and
secondary data. This type of research is qualitative with a field research method by
describing the views of informants, namely the Head of the KUA in the City of
Yogyakarta, the approach in this research is juridical-nomrative, which is an approach
that is carried out by examining the approach of theories, concepts, examining laws and
regulations related to this research or statutory approach.

From this research it can be concluded that, the implementation of the Circular
Letter of the Director General of Bimas Islam in KUAs in Yogyakarta City is divided
into three ways, First, seven KUAs fully implement this circular letter and reject the
practice of marriage in the idah period of his ex-wife, for widowers who want to get
married but are still in the idah period of his wife are asked to wait until the idah period
of his ex-wife ends. Secondly, three KUAs implement this circular letter by looking at
the benefits that exist in the matter, if indeed the harm caused by delaying the marriage
is greater then this circular letter can be set aside to achieve greater maslahah. Third,
one KUA does not fully implement this circular letter because it is not considered sarih
and there is no prohibition in Islam for widowers who want to get married even though
they are still in the idah period of their ex-wife. The three views of the heads of KUAs in
Yogyakarta City, when viewed from the perspective of maslahah mursalah, all three
have great goodness and maslahat and all three views have maslahat in basic human
life and for the public interest, not just wishful thinking and certainly have great
benefits in the implementation of the three views.

Keyword : Circular Letter, Marriage, idah period
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987

dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
B} Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
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o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah
L Za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ayn ’ koma terbalik di atas

¢ Gayn G Fe

s Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

8 Nun N En

S Waw W We

o Ha’ H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

< Ya Y Ye

I1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

AR

RE NP

Ditulis

muta’addidah

Ditulis

idah




1. Ta’ marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

FRN Ditulis Hikmah

P Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

HEPNESES Ditulis karamah al-auliya

c. Bilata’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h.

kil 385 Ditulis zakah al-fitri

V. Vokal Pendek



Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
—_— Dammah Ditulis U
V. Vokal Panjang
Fathah + Alif alala Ditulis a: jahiliyah
Fathah + ya’ mati (o Ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati B Ditulis i: karim
Dammah + wawu mati | (=338 Ditulis a: furud
VI. Vokal Rangkap
Fathah ya mati RS Ditulis ai: “bainakum”
Fathah wawu mati Js Ditulis au: “qaul”
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
P Ditulis a’antum
Eiel Ditulis u’iddat

Xi



Ditulis

la’in syakartum

VIII, Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Syl

Ditulis

al-qur’an

Ol

Ditulis

al-giyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

sl Ditulis as-sama’
Ouadd Ditulis asy-syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
a3l s 5 Ditulis Zawi al-Furud
A8 Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Xii



Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat, mazhab.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku al-Hijab.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan dikarenakan adanya
sebab kuat yang membuat perkawinan itu tidak bisa untuk dilanjutkan. Perceraian
bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya
perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.' Sesuai dengan pasal
39 Undang-Undang Perkawinan “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil melakukan

. o . - ., 2
perdamaian antara suami dan istri.”

Dalam masa proses perceraian antara suami dan istri, ketika mengucapkan
talak kepada istirnya di persidangan, pada saat itu juga mulai beriddah.
Sebagaimana yang dimuat dalam berbagai kitab fikih konvensional idah
dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan
suaminya baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk

mengetahui kebersihan rahim.

! Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (
Bandung : Pustaka setia, 2013), him. 49.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)



menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah®. Ketentuan masa

idah ditetapkan dalam surat Al-Bagarah ayat 228 yang berbunyi*

AL G (S O Geala ) (B 4 318 L 0 ) el Jag Y 5558 Al Gguadily (el sy calladll
a3 5 Eag yaally Gele (301 e Gl Fladlal 5ol ) o) Gld 3 G0 50 G Gl s s 521 o sl

oSa e A5 A (edle

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang masa idah bagi perempuan yang

sedang hamil di dalam surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi® :

“ £ H R ¥ . . . f
O Gada) Jlea¥) Y 5l 5 Cumng ol 15 Dl A0 Ggihad aisi )l o) wlsd (o (il (o Gy (5

) sy 0 pa) a4l gy dll 355 a5 e (e

Sedangkan idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari
sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah Ayat 234

yang berbunyi®

36 Cpelal (5ly 196°) e 5 5l Amg )l Cmnkily cpemd 5 La) 530 (5 05 oS5 ¢y 550 0

D O shant Loy 5 Cag pmally Gemadil 8 (lad La oSle ~lin

Beberapa ayat di atas dijelaskan tentang masa idah janda, yaitu:

¥ Muhammad Isna Wahyudi, Figh Iddah : Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta :
Pustaka Pesantren, 2009), him. 4.

* Al-Bagarah (2) : 228
® At- Talaq (65) : 4

® Al-Bagarah (2) : 234



1. Idah bagi wanita yang bercerai dan telah dicampuri dan masih
dalam masa haid adalah 3 kali suci (tiga kali haid atau tiga kali

quru’).

2. wanita yang dicampuri dan tidak haid, masa idahnya adalah tiga
bulan menurut penanggalan dan wanita yang talak dan belum

disetubuhi tidak wajib idah.

3. Selanjutnya wanita yang bercerai saat hamil masa idah-nya adalah

sampai ia melahirkan bayi di kandungannya

4. wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalankan

masa idah selama 4 bulan 10 hari.

Meskipun yang diatur dalam ayat-ayat diatas adalah tentang idah
perempuan, bukan berarti suami bebas menikah dengan perempuan lain. Hal ini
dikarenakan suami tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah,
makan, dan kiswah (tempat tinggal,dan pakaian) kepada mantan istri, serta
dibolenkan rujuk kembali selama masih menjalani masa idah. Hakikat
diadakannya hal ini adalah untuk memberikan waktu berfikir kepada suami istri
untuk memikirkan jalan terbaik atas rumah tangganya, baik dengan cara

melanjutkan kembali bahtera rumah tangga atau berakhir dengan perceraian.

Surat edaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Kementrian Agama yang ditunjukkan kepada para Kepala Kantor Wilayah



Kementrian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini menghapus
surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
No.DIV/Ed/17/1979 Tentang Poligami dalam idah. Pada Surat edaran sebelumnya
mantan suami yang telah melakukan cerai talak ra;j’i kemudian hendak menikah
dengan perempuan lain pada masa idah mantan istri belum selesai, maka harus
mengajukan izin poligami di pengadilan. Sedangkan dalam Surat Edaran No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam masa idah Istri, dalam
huruf E ayat 3 menyatakan bahwa : “Laki-Laki bekas suami dapat melakukan
pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas

77’

istrinya™. Dengan demikian terlihat perbedaan mengenai pernikahan laki-laki

mantan suami dengan perempuan lain ketika masa idah mantan istri belum habis.

Banyak pertanyaan tentang surat edaran tersebut, terlihat dari ketentuan
huruf E pada ayat 3,4,5. Ketentuan-ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan satu
sama lainnya. Penjelasan ayat-ayat tersebut berpotensi untuk terjadinya poligami
terselubung dan dari ketiga ayat tersebut memberikan penjelasan aturan yang
kurang jelas. Yakni, pada ayat 3 menyebutkan bahwa “Laki-laki bekas suami
dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa idah
bekas istrinya.” Pada ayat 4 menyebutkan bahwa “Apabila laki-laki bekas suami
menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki
kesempatan merujuk bekas istrinya,maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya
poligami terselubung”. Sedangkan pada ayat 5 dijelaskan bahwa “Dalam hal

bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu ia

” Surat Edaran No : P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 3



hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari

pengadilan.”®

Implementasi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri di
berbagai daerah memiliki perbedaan, hasil Penelitian yang dilakukan oleh Natasya
Meilanda pada tahun 2022 menghasilkan tiga cara yang berbeda. Pertama, KUA
Kecamatan Banyumas menolak adanya praktik pernikahan dalma masa idah.
Kedua, KUA Kecamatan Sokaraja membolehkan praktik pernikahan dengan
syarat duda yang akan menikah membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia
tidak akan merujuk mantan istrinya. Ketiga, KUA Kecamatan Rawalo juga
membolehkan pernikahan dalam masa idah dibarengi dengan syarat-syarat
tertentu, seperti menghadirkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan
musyawarah dan mediasi keluaga. °Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh
Bobi Nurmadi di KUA Cilandak yang menghasilkan pendapat bahwa KUA
Cilandak mengetahui dan menerapkan surat edaran tersebut dan selama surat
edaran tersebut diterapkan baru ditemukan satu kasus mantan suami mendaftarkan

pernikahan dalam masa idah mantan istrinya'’.

® Surat Edaran No : P-005/DJ.111/Hk.00.7/10/2021, Huruf E ayat 5

% Natasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadapa Surat Edaran Nomor: P-
005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah Istri”. Tesis Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta (2022)

19 Boby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menuru
Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-
005/DJ.111/HK.00.7/2021 Di KUA Cilandak). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hldayatullah
Jakarta (2023).



Melihat dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan
Dalam Masa Idah Istri ini belum bisa memberikan kepastian dalam
pelaksanaannya dan diberbagai daerah penerapan dari surat edaran ini memiliki
berbagai macam cara. Penulis tertarik mengkaji pandangan kepala KUA Se-Kota
Yogyakarta dalam pemberlakuan surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10.2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah di KUA
masing-masing dan apakah Kepala KUA pernah mendapati kasus pernikahan
dalam masa idah mantan istri. Penulis juga tertarik untuk mengkaji Pandangan
Kepala KUA Se-Kota Yogayakarta bila ditinjau dari perspektif Maslahah
Mursalah, sejauh mana surat edaran ini bisa memberikan manfaat atau

memberikan keburukan dalam pelaksanaanya.

Dari penjelasan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul
Pandangan Kepala Kua Se-Kota Yogyakarta Tentang Pemberlakuan Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P.005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang

Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan yang sudah digambarkan di atas,maka untuk
memperjelas arah penelitian perlu adanya rumusan masalah yang menjadi acuan

dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah :



1. Sejauh mana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.1I/HK.00.7/10/21 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri
diberlakukan oleh Kepala KUA Se-Kota Yogyakata?

2. Bagaimana  pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam
pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/21 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

ditinjau dari perspektif maslahah mursalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas,maka

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Mengetahui bagaimana pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Tentang
Pernikahan Dalam Masa ldah Istri Nomor P-005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021
menurut perspektif Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta.

b. Mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta
dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang
Pernikahan Dalam Masa ldah Istri Nomor P-005/DJ.11I/HK.00.7/10/2021

dalam perspektif maslazah mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan,antara lain :

a. Secara akademik, hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan

dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum



yang berdasarkan pada kemanfaatan teori yang diterapkan,yaitu
Maslahah Mursalah

b. Secara teoritik, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk
menambah wawasan mengenai hukum pernikahan dalam masa idah
istri yang dilakukan dikalangan masyarakat.

c. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan
pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan,khususnya
dibidang hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan
juga berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam tema-tema yang

berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Sebeleum melakukan penelitian terkait pandangan Kepala KUA
Tentang pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri,
penulis telah melakukan telaah terhadap penelitian yang bertema sama dalam
menyusun skripsi ini. Penulis tidak menduplikasi penelitian yang sudah ada,
sebagian penelitian terdahulu memeiliki kesinambungan dengan penelitian
penulis lakukan dan sebagian terdapat beberapa kesamaan yang dapat

dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini.

Terkait dengan keabsahan hukum Surat Edaran Edaran No : P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ldah Istri dapat

diketahui dari kajian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Ardli



Mubarrag', Nattasya Meliannadya'?, Waninda Nur Isnaini,"> Ahmad Syah
Alam*. Ditinjau dari perspektif gender, Surat Edaran tersebut harus
diterapkan agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan (Istri), kemudian
ditinjau dari Segi kepastian hukum Gustav Radbruch, Surat Edaran ini tidak
memiliki kepastian hukum yang jelas karena adanya kontradiksi pada ayat 3,
ayat 4, ayat 5 yang terkandung pada isinya hingga menyebabkan penerapan di
KUA berbeda-beda. Ditinjau dari segi yuridis, Surat edaran tersebut sudah
sesuia dengan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan 1974. Ditinjau dari terori
mubadalah, masa tunggu mantan suami dapat memenuhi tujuan maupun
hikmah dari adanya masa idah dan sebagai pembaharuan konstruksi terhadap

penafsiran tentang idah.

Terkait dengan Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10.2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

pernah dilakukan oleh Nattasya Meliannadya™, Boby Nurmaidi'®, Sukma

! Muhammad Ardli Mubarraq, “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-
005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami dalam perspektif Gender”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwolerto (2022)

12 Natasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadapa Surat Edaran Nomor: P-
005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah Istri”. Tesis Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta (2022)

3 Waninda Nur Isnaini, “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang
Pernikahan dalam Masa Idah Istri, Skripsi Universitas Islam Negeri Suinam Ampel Surabaya
(2022)

1 Ahmad Syah Alam, “ Syibhul Idah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Magasid
al syari’ah (Studi Surat Edaran DIrjen BImbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam
masa idah istri).” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

> Natasya Meliannadya, “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadapa Surat Edaran Nomor: P-
005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 Tentang Penikahan Dalam Masa Iddah Istri”. Tesis Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogayakarta (2022)
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Pandu Aji*’, Juliani Putri Utami'®. Hasil Penelitian di KUA Cilandak yang
dilakukan oleh Ardli mengungkap bahwa KUA Cilandank Melaksanakan
dengan baik aturan yang diberikan sehingga bagi duda yang ingin menikah
diminta untuk menunggu terlebih dahulu sampai masa idah mantan istrinya
selesai dan agar berfikir kembalai untuk tujuk. KUA Banyumas memiliki tiga
klaster yang berbeda, . Pertama, KUA Kecamatan Banyumas menolak adanya
praktik pernikahan dalma masa idah. Kedua, KUA Kecamatan Sokaraja
membolehkan praktik pernikahan dengan syarat duda yang akan menikah
membuat surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan merujuk mantan
istrinya. Ketiga, KUA Kecamatan Rawalo juga membolehkan pernikahan
dalam masa idah dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, seperti
menghadirkan semua pihak yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah
dan mediasi keluaga. Respon KUA di Kabupaten Probolinggo memiliki
kesamaan dan keselarasan, tiga KUA yang didatangi dan dilakukan penelitian
ketiganya memiliki kesamaan untuk menolak adanya pernikahan duda yang
masih dalam masa idah mantan istrinya. Para penghulu berpendapat bahwa

pernikahan dalam masa idah mantan istri itu rentan terjadinya poligami

1¢ Boby Nurmadi, “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Idah Mantan Istri Menuru
Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-
005/DJ.111/HK.00.7/2021 Di KUA Cilandak). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hldayatullah
Jakarta (2023).

" Sukma Pandu Aji, “ Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementrian Agama
Tentang Perkawinan Dalam Masa Idah Istri ( Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di
Kabupaten Purbalingga), Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(2023)

18 Juliani Putri Utami, “Implementasi Surat Edaran DIrjen Bimas Islam No-P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi Kasus KUA Ujan
Mas).” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup (2023)
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terselubung dan juga untuk memperhatikan keadlian bagi perempuan dimana
perempuan menanggung beban ganda jika mantan suaminya menikah lagi
sedangkan masa idahnya belum selesai. KUA Ujan Mas menerapkan 100%
Surat Edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, KUA Ujan
Mas memberitahukan dan mensosialisasikan melalui Kepala Desa, Majelis

Ta’lim,kegiatan agama dan juga langsung terjun kemasyarakat.

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini
berada pada kelompok yang kedua. Penulis disini merasa perlu meneliti lebih
lanjut terkait pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
menurut Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta. Belum ada yang meneliti lebih
lanjut tentang bagaimana pemberlakuan surat edaran ini di KUA Se-Kota
Yogyakarta. Penelitian ini juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu
sejauh  mana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Ini
diberlakukan Di Kota Yogyakarta dan bagaimana pandangan Kepala KUA Se-
Kota Yogyakrta Tentang Pemberlakuan Surat Edaran tersebut jika ditinjau

dari Perspektif maslazah mursalah.
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E. Kerangka Teoritik

Penulisan ini guna dapat menjelaskan gambaran dalam suatu
permasalahan yang ada terhadap sebuah penelitian, maka diperlukan sebuah
kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah masalah dalam sebuah
penelitian. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah maslakah
mursalah. (ilu « ialax)

Maslahah Mursalah (i« 4slas) adalah sesuatu yang menurut akal
baik dengan pertimbangan guna mewujudkan kebaikan atau menghindarkan
keburukan bagi manusia. Menurut Al-Ghazali yang ditulis oleh Zamakhsyari,
mashlahat adalah “ mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam
rangaka memelihara tujuan-tujuan syara’'®. Imam Ghazali memandang bahwa
suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, meskipun
bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, hal ini dikarenakan kemaslahatan
atau tujuan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’ akan

tetapi lebih kepada kehendak dari hawa nafsu®.

Ibnu Qudamah memberikan pengertian mengenai maslahah (ialws)
yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat.lbnu

Taimiyah juga memberikan definisi mengenai maslahah yaitu pandangan

19° Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Figih dan Ushul Figih, (Bandung,
Citapustaka Media Perintis, April 2013), him. 37.

2 1bid. him 38
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mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan

perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara’.**

Para ulama ushill figih mengemukakan pembagian maslahah (islas)
berdasarkan kualifikasinya berdasarkan kualitas dan segi prioritas terhadap

kemaslahatan. mereka membaginya dalam tiga bentuk diantaranya®:

1. Al-Maslahah Al-Daririyah (4sral 4alad), yaitu kemaslahatan yang
berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Termasuk dalam kategori ini adalah kemashlahatan memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, dan

memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini disebut al-mashalih alkhamsah.

2. Al- Maslahah Al-Hajiyyah (4als) 4sl=sl), yaitu kemashlahatan yang
dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok, yang berguna untuk
meringankan, dan mempertahankan kebutuhan manusia. Contoh dalam hal ini
adalah memberikan keringanan untuk meringkas shalat baik jama’ maupun qasar

dan berpuasa bagi orang-orang yang melakukan perjalanan.

3. Al- Maslahah Al-Tahsiniyyah (4iwsil 4aladl) yaitu kemashlahatan

yang sifatnya hanya sebagai pelengkap berupa keluasan guna melengkapi

! Aminatus Shaleha, “Analisis Maslahah Pendapat Shams Ad-Din As Sarakhs | dalam
Kitab Al-Mabsut Tentang Implikasi Hukum Cerao Qabla Al-Dukhul,” Skripsi,Faklutas Syariah
dan Hukum, UIN Sunan Ampel,(2019), him. 40.

22 zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Figih dan Ushul Figih, (Bandung,
Citapustaka Media Perintis, April 2013), him. 37.
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kemashlahatan manusia. Contoh dalam hal ini adalah dianjurkan untuk berpakaian
yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Ketiga
kemashlahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan

prioritas dalam mengambil sebuah kemashlahatan.

Sedangkan berdasarkan keberadaan mashlahat menurut syara’, Mustafa

Asy-Syalabi membaginya sebagai sebagai berikut® :

1. Maslahah Al-Mu tabarah(s »xiz<ll 4slad) Kemashalahatan ini
mendapatkan dukungan oleh syara’, baik jenis maupun bentuknya,
menurut kesepakatan ulama, Kemashalahatan seperti ini dapat

dijadikan landasan hukum.

2. Maslahah Al-Mulghah (4il)/ 4xL=<J) : kemashlahatan yang ditolak
oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Contoh
yang diberikan oleh ulama Usil figh adalah mendahulukan
hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak
merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak

syara’, sehingga hukumnya batal (ditolak) syarak.

28 zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Figih dan Ushul Figih, (Bandung,
Citapustaka Media Perintis, April 2013), him. 40.
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3. Al- Maslahah Al-Mursalah (4L 4alad) : yaitu kemashlahatan
yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula

dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang dirinci.

Menurut Al-Ghazali dari ketiga bagian tersebut kemashlahatan yang
pertama dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kemaslahatan kedua tidak
dapat dijadikan landasan hukum. Sedangkan kemashlahatan ketiga dapat
dijadikan landasan hukum dengan syarat : Kemashlahatan tersebut bersifat
daruri ( menyangkut kebutuhan pokok manusia ), gath’i (Pasti, bukan angan-

angan), dan qull7 ( menyangkut kepentingan umum).?*

F. Metode Penelitian
Upaya guna memperoleh kajian/tulisan yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini mengguanakan metode penelitian

sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat guna
mendapatkan hasil data deskriptif yang bersifat kata-kata atau ucapan lisan
dari seseorang dan perbuatan yang dapat diamati serta mengungkap berbagai
macam keunikan, fenomena yang ada pada bagian kelompok atau individu

secara menyeluruh dan rinci®®. Penelitian ini berdasarkan survey langsung ke

2 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, ( Ciputat: Logos Publishing House, 1996), him 119.

% Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta, Literasi
Media Publishing, Juni 2015), him. 28.
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lapangan (field research)?®, yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk
mendeskripsikan perspektif atau sudut pandang Kepala KUA Kecamatan se-

Kota Yogyakarta yang ditemui dan dimintai pendapat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, deskriptif disini berarti
menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau situasi sosial yang akan menjadi
subjek dari sebuah cerita’. Penulis dalam penelitian ini memaparkan
perspektif Kepala KUA Kecamatan se-Kota Yogyakarta tentang Surat Edaran
Dirjen Bimas No P-005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021tentang pernikahan dalam
masa idah istri, sehingga Penulis setelah mendapatkan jawaban dari pespektif
Kepala KUA akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori maslakah

mursalah (e 4slad),

3. Sumber dan Jenis Data
Ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis data akan menentukan
ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh oleh peneliti.
Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
A. Sumber data Primer : adalah data utama yang bersumber dari
wawancara bersama narasumber?®. Data ini didapatkan melalui

wawancara langsung dengan Kepala KUA se- Kota Yogyakarta.

% Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (
Jakarta, Kencana, Januari 2017), him. 53.

27 Albio dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Sukabumi, CV Jejak, Oktober 2018),
him.11

%8 Etamamang Sangaji dan Sopiah,Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Andi,2010),him
190.
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B. Sumber data Sekunder® : adalah data yang didapatkan dari sumber
yang berupa nash,peraturan perundang-undangan, literature, serta
dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan skripsi berupa karya

ilmiah mengenai pernikahan dalam Masa idah.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dalam
pendekatan yuridis yang diteliti disini adalah salah satu produk hukum di
Indonesia. Dalam hal ini focus kajian peneliti dilihat dari segi perspektif
Kepala KUA Dalam arti penting surat edaran Dirjen Bimas No;P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri. Fokus
penulis selanjutnya dalam pendekatan normatif yaitu pada kajian maslahah
mursalah yang akan menjadi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini,
pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No : P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam

Masa Idah Istri akan ditinjau dari perspektif maslazah mursalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan berbagai jenis data yang dibutuhkan,dan ketersediaan
sumber data yang memungkinkan penggalian informasi di lapangan, maka
peneliti dapat menentukan teknik pengumpulan yang tepat, sesuai dengan
kondisi, waktu, serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

2 1bid,him.201
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a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses
Tanya jawab secara lisan yang dimana peneliti langsung bertatap muka
dengan informan dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian
pada suatu bidang tertentu®. Wawancara yang akan dilakukan pada

penelitian ini dengan Kepala Kua Kecamatan Se-Kota Yogyakarta.
b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang
berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen
rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam
penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil

wawancara dan hasil pengamatan.®

Penelitian ini akan mencari data dengan wawancara dengan
Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta mengenai pemberlakuan Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.I1I/HK.00.7/2021 Tentang

Pernikahan Dalam Masa ldah Istri.

. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung

146.

%0 Nur Sayidah, Metodologi Penelitian (Sidoarjo, Zifatama Jawara, February 2018 ), him.

81 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekaran Prakterk, him. 206.
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mengguanakan pendekatan induktif, pendekatan yang berupaya untuk
membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Data
yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis yang selanjutnya
dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan

dibahas. *?

Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala
KUA Se-Kota Yogyakarta akan diolah dan dissusun secara sistematis.
Kemudian hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta
kemudian akan di analisis dan dikaji dengan menggunakan perspektif

maslasah mursalah.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis sebagai langkah
dalam proses penyusunan tulisan ini guna mempermudah dan mengetahui
komponen apa saja yang ada dalam sebuah kepenulisan. Dalam tulisan ini

dapat diuraikan kedalam beberapa bab yang sistematis.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian daripada
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari
penelitian, telaah pustaka atau membandingkan penelitian ini dengan
penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang relevan atau saling

berkaitan, kemudian memuat kerangka teori yang memaparkan teori

%2 Ronny Hanitjo Soemitro, SH, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,( Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990), him 98.
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hukum dengan kerangka berpikir dari ahli yang mengusai bidang tersebut,
terakhir menjelasakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini serta sistematika pembahasan penelitian ini dari bab satu sampai lima.

Bab kedua, membahas tentang uraian umum konsep Talak dan
idah, bab ini tentang pengertian Talak serta bagaimana hukum talak dalam
Islam dan hukum positif di Indonesia, kemudian akan dijelaskan tentang
Hukum Talak,macam-macam talak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang
pengertian idah dan bagaiman idah dalam hukum positif di Indonesia,
dijelaskan pula macam-macam idah, hak istri yang menjalani idah, serta

tujuan hikmah idah yang akan digapai setelah dilaksanakannya idah.

Bab ketiga, memaparkan tentang sejarah terbitnya Surat Edaran
Dirjen Bimas Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri  Nomor P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021, Kedudukan Surat Edaran Dirjen Binmas
Tentang Pernikahan Dalam Masa idah Istri Nomor P-
005/DJ.11/HK.00.7/10/2021, dibagian terakhir akan dijelaskan hasul
wawancara penulis dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang
Pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Tentang Pernikahan Dalam
Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan
dalam masa idah di KUA se-Kota Yogyakarta yang terbagi menjadi tiga
pendapat Kepala KUA yang Menjalani Sepenuhnya, Kepala KUA yang
melaksanakan surat edaran dengan melihat pada maslahat, dan yang

terakhir Kepala KUA yang tidak menjalani sepenuhnya surat edaran.
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Bab keempat, pada bab ini berisikan uraian tentang hasil dari
wawancara penulis dengan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang
Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang kemudian akan dianalisis dengan
pendekatan normatif kemudian pada sub bab kedua akan dijelaskan
analisis terhadap pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta dalam
pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Binmas Tentang Pernikahan Dalam
Masa idah Istri Nomor P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan

dalam masa idah dalam teori maslazah mursalah.

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang berisikan penutup,

kesimpulan dan juga disertai dengan saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pandanagan Kepala KUA Se-
Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-
005/DJ.111/HK.00.7/10.2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri, maka pada

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut perspektif kepala KUA Se-Kota Yogyakarta, bahwa pemberlakuan Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.I11I/HK.00.7/10/2021 terbagi menjadi tiga
perspektif yaitu :

Pertama, terdapat tujuh KUA yang menjalankan sepenuhnya dan benar-benar tidak
menerima pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang masih dalam masa idah
mantan istri.Kedua, tiga KUA dalam pelaksanaan Surat Edaran ini melihat kepada
kemaslahatan yang terdapat dalam permaslaahan tersebut. Jika dalam permasalahan
tersebut terdapat kemashlahatan yang lebih besar seperti wanita yang dinikahi sudah
hamil diluar dan permasalahan lainnya, maka surat edaran ini bisa dikesampingkan.
mencegah kembalinya mantan suami kepada mantan istrinya maka mantan suami

diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak kembali kepada mantan

70
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istrinya. Ketiga, satu KUA lainnya menganggap Surat Edaran ini tidak sarih karena
tidak ada larangan didalamnya, dan tidak ada pula larangan dalam Islam bagi
mantan suami untuk menikah walaupun masih dalam masa idah mantan istrinya.

Pandangan kepala KUA Se-Kota Yogyakarta dalam pemberlakuan Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.11I/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam
Masa Idah Istri yang terbagi menjadi tiga macam yaitu pertama, Menjalankan
sepenuhnya surat Edaran Dirjen Bimas Islam karena terdapat banyak maslahat yang
terkandung didalamnya. Kedua,KUA yang menjalankan Surat Edaran tersebut
dengan melihat pada kemaslahatn yang terdapat didalamnya, jika terdapat maslahat
yang lebih besar maka surat edaran ini bisa dikesampingkan. Ketiga, Kua yang tidak
menjalankan surat edaran sepenuhnya karena dianggap tidak sarih dan tidak ada
larangan dalam Islam untuk melakukan pernikahan dalam masa idah mantan istri.
Macam-macam pemberlakuan surat edaran di KUA Se-Kota Yogyakarta sejalan
dengan konsep maslahah mursalah (i, 4slac), yang pada dasarnya untuk
menjaga suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, dan
terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan
tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan

manusia saja.
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B. Saran

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.1I11/HK.00.7/10/2021 tentang
pernikahan dalam masa idah ini haruslah dibuat ketentuan yang lebih jelas dalam
pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaan surat edaran ini beberapa KUA masih
memiliki cara penerapan yang berbeda.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penulis berharap agar mengkaji lebih lanjut hasil dari
penelitian ini, terlebih lagi tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri agar
mendapat hasil yang lebih mendalam terkait surat edaran ini atau yang sejenisnya.
Serta dapat menjadikan penelitian ini sebgai acuan dan referensi pengetahuan,
mengambil nilai-nilai yang positif, menyempurnakan nilai-niali yang kurang dari
penelitian ini.

3. Kepada masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan
tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021

Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri
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